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Abstrak 

 

Nama :  Hyacinta Louisa Tresnaki Kiapmanto 

NPM :  2013330020 

Judul : Dampak KORUS FTA terhadap Reformasi Kebijakan Buruh 

Korea Selatan (Periode 2012-2015) 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu 

“bagaimana dampak KORUS FTA terhadap reformasi kebijakan buruh di Korea 

Selatan?”. Munculnya pertanyaan penelitian ini dipicu oleh adanya asumsi 

mengenai hubungan antara orientasi ekonomi serta liberalisasi perdagangan 

terhadap kebijakan buruh. Adanya liberalisasi perdagangan dapat menimbulkan 

pengaruh terhadap kebijakan buruh. Penulis menganalisa perubahan-perubahan 

kebijakan buruh yang terjadi di Korea Selatan setelah KORUS FTA dilaksanakan 

secara efektif, yaitu pada tahun 2012, dan dibatasi hingga tahun 2015. 

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih lima bulan dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif untuk meneliti suatu kondisi dan 

pengaruhnya terhadap variabel lainnya. Penulis menggunakan data sekunder 

berupa kajian dari literatur-literatur, seperti buku, jurnal, dan artikel berita. Dalam 

penyusunan dan proses analisa, penulis menggunakan teori dan konsep seperti 

pluralisme, konsep kerjasama, konsep perjanjian perdagangan bebas, konsep kelas 

Karl Marx, teori gerakan buruh, teori hubungan industrial, serta tipe hubungan 

pemerintah dengan serikat buruh. 

Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang 

disebabkan oleh KORUS FTA sebagai bentuk liberalisasi perdagangan terhadap 

kebijakan buruh di Korea Selatan. Untuk mencegah terjadinya dampak buruk 

terhadap kelompok buruh, dicantumkan aturan khusus mengenai urusan 

ketenagakerjaan berlandaskan Deklarasi ILO dalam KORUS FTA. Namun, 

langkah ini ternyata tidak dapat menjamin hak-hak kaum buruh. Selain karena 

Korea Selatan tidak meratifikasi sejumlah konvensi fundamental ILO, keinginan 

pemerintah untuk mengoptimalkan keuntungan juga menjadi faktor penentu 

dalam perumusan kebijakan buruh di Korea Selatan. 

 

Kata kunci: Korea Selatan, KORUS FTA, buruh, kebijakan buruh 
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Abstract 

 

Name : Hyacinta Louisa Tresnaki Kiapmanto 

NPM : 2013330020 

Title : Impact of KORUS FTA on South Korean Labor Policy Reform 

(2012-2015) 

 

 

This research aims to answer the research question which is “how is the 

impact of KORUS FTA on South Korean labor policy reform?”. The research 

question was triggered by the assumption about the relation of economic 

orientation and trade liberalization on labor policy. The author analyzed the 

changes on South Korean labor policies that occurred after KORUS FTA was 

implemented effectively on 2012 until 2015. 

This research was conducted for approximately five months by using 

qualitative research method to examine a condition and its impact on other 

variable. The author used secondary data in the form of studies of literatures, 

such as books, journals, and news articles. Theories and concepts used in the 

analysis including pluralism, cooperation, free trade agreement, Karl Marx’s 

class theory, labor movement theory, industrial relations theory, and the type of 

relations between government and labor union. 

   This research found that there are several impacts caused by KORUS 

FTA as a form of trade liberalization on labor policies in South Korea. To prevent 

adverse impacts towards labor, there are specific rules regarding employment 

matters which are based on ILO Declaration on KORUS FTA. However, this step 

is proved unable to guarantee the rights of the workers. Aside from the fact that 

South Korea has not ratified several fundamental ILO conventions, the 

government’s desire to optimize profit has also been a decisive factor in the 

formulation of South Korean labor policies. 

 

Keywords: South Korea, KORUS FTA, labor, labor policy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah   

Krisis ekonomi dan finansial global yang terjadi pada tahun 2008 

memberikan dampak yang cukup besar bagi negara-negara di dunia. Dampak-

dampak yang ditimbulkan yaitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang pailit 

sehingga mengakibatkan terjadinya PHK besar-besaran dan akhirnya 

menghilangkan sumber pendapatan bagi banyak orang.
1
 Dalam menanggulangi 

permasalahan yang timbul akibat krisis ekonomi global ini, terdapat beberapa 

karakteristik dalam strategi yang dilakukan oleh negara-negara yang terkena 

dampak, yaitu: (1) integrasi. Krisis ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan 

antara sektor dan kebijakan-kebijakan, maka strategi menghadapi krisis harus 

memperhatikan keterkaitan antar sektor dan kebijakan yang dibuat pemerintah; (2) 

fleksibilitas. Strategi yang dilakukan harus merupakan strategi yang fleksibel agar 

mudah menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi; (3) berbasis 

pasar. Kebijakan harus mengembalikan fungsi dari kekuatan pasar, terutama di 

sektor yang selama ini banyak dikuasai pemerintah; (4) komunikasi yang jelas. 

Strategi menghadapi dampak krisis ekonomi global harus disampaikan dengan

                                                 
1
 Uma Rani dan Raymond Torres, “Introduction,” The Global Crisis: Causes, Responses and 

Challenges (Geneva: International Labour Organization, 2011), 1. 
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jelas dan konsisten oleh para pembuat kebijakan.
2
 Korea Selatan dan Amerika 

Serikat merupakan contoh dari negara yang terkena dampak dari krisis ekonomi 

dan finansial global, meski skala dampak yang dirasakannya berbeda. 

Pada tahun 1955, hubungan dagang secara bilateral antara Amerika Serikat 

dan Korea Selatan dimulai tanpa adanya hambatan dagang, kecuali VERs 

(Voluntary Export Restraints). Hambatan dagang ini diberlakukan oleh Amerika 

Serikat sebagai bentuk kebijakan proteksionisme terhadap produk domestiknya.
3
 

Menurut Wade, Westphal, dan Martin Bienefeld, keterlibatan pemerintah 

merupakan kunci bagi kesuksesan Korea Selatan sebagai negara industri baru. 

Strategi yang digunakan pemerintah untuk menghadapi VER dalam hubungan 

dagang dengan Amerika Serikat membutuhkan fleksibilitas dalam hal perubahan 

jenis produk dan pasar, peningkatan kualitas produk dan inovasi, dan penyesuaian 

struktur harga.
4
 

Sebagai bentuk balas budi Amerika Serikat terhadap Korea Selatan dan 

negara-negara lain yang berada di pihak Amerika Serikat pada masa Perang 

Dingin, Amerika Serikat memberikan fasilitas berupa GSP (Generalized System of 

Preferences) yaitu penetapan kuota impor oleh Amerika Serikat terhadap produk-

produk dari negara sahabat. Selain itu, adanya ekspansi perusahaan-perusahaan 

multinasional ke negara berkembang turut memicu perkembangan teknologi, 

industri, dan manajemen di Korea Selatan. Korea Selatan kemudian 

                                                 
2
 Carlo Cottarelli dan Jose Vinals, “A Strategy for Renormalizing Fiscal and Monetary Policies in 

Advanced Economies,” dalam Reconstructuring the World Economy, ed. Olivier Blanchard, dan Il 

Sa-kong (Washington DC: International Monetary Fund, 2010), 3-4. 
3
 David Glover, “Bypassing Barriers: Lessons from the Asian NICs,” dalam The Developing 

Countries in World Trade, ed. Diana Tussie dan David Glover (Colorado: Lynne Rienner 

Publishers, Inc., 1993), 172. 
4
 Ibid., 174. 



3 

 

 

memanfaatkan insentif tersebut dan semakin mengembangkan sektor industri. 

Berdasarkan jenis-jenis strategi industrialisasi, Korea Selatan menerapkan strategi 

Export Oriented Strategy (EOS).  

EOS memiliki beberapa karakteristik. Pertama, negara yang melakukan 

EOS memilih teknologi padat karya (labour intensive) di mana negara-negara 

penganut EOS ini menggantungkan keuntungan komparatif pada murahnya tenaga 

kerja. Kedua, adanya efek distribusi pendapatan langsung kepada masyarakat. 

Teknologi padat karya membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas sehingga 

banyak angkatan kerja yang dapat memperoleh pekerjaan. Ketiga, alokasi faktor 

produksi yang lebih efisien akibat adanya stimulus dari kompetisi internasional. 

Keempat, EOS berorientasi pada perdagangan bebas, maka negara-negara 

penganut EOS akan melakukan perdagangan bebas.
5
 

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan ekspor Korea Selatan tahun 1966-1979 (Periode 

pemerintahan Presiden Park Chung-hee) 

Sumber: Trading Economics
6
 

                                                 
5
 Ibid., 86-87. 

6
“South Korea Exports,” Trading Economics, diakses pada 15 Maret 2017, 

http://www.tradingeconomics.com/south-korea/exports 
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Melihat empat karakteristik EOS di atas, Korea Selatan merupakan negara 

yang sukses dalam menerapkan EOS. Hasil produksi Korea Selatan dapat bersaing 

di pasar global karena Korea Selatan menawarkan produk berkualitas dengan 

harga yang relatif rendah. Harga produk Korea Selatan relatif rendah karena biaya 

produksinya yang rendah yang disebabkan karena upah buruh yang rendah. 

Pengendalian terhadap upah buruh ini merupakan salah satu bentuk dari intervensi 

positif pemerintah untuk memacu perkembangan sektor industri dan ekonomi 

domestik. Selain itu, Korea Selatan yang bergantung pada pasar internasional pun 

selalu berusaha menjalin hubungan ekonomi dan hubungan dagang yang baik 

dengan negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat. Pada tahun 2007, Korea 

Selatan dan Amerika Serikat menandatangani persetujuan untuk melakukan 

perdagangan bebas secara bilateral yang kemudian disebut KORUS Free Trade 

Agreement (Korea - US Free Trade Agreement).
7
 

Pada tahun 2006, Menteri Perekonomian Korea Selatan, Choi Seok-young 

menyatakan bahwa Korea Selatan mengharapkan KORUS FTA dapat 

memperkuat hubungan bilateral dalam hal ekonomi, terutama perdagangan dan 

investasi, serta dalam bidang politik dan kepentingan strategis kedua negara.
8
 

Setelah diajukan pada tahun 2006, pada tahun 2012 KORUS FTA diberlakukan 

secara efektif, sebagai salah satu strategi pemulihan Korea Selatan dan Amerika 

Serikat dari krisis ekonomi dan finansial global. 

                                                 
7
 “U.S. - Korea Free Trade Agreement,” Office of the United States Trade Representative, diakses 

pada 27 Maret 2016, https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta. 
8
 Kozo Kiyota dan Robert M. Stern, Economic Effects of a Korea-U.S. Free Trade Agreement 

(Washington DC: Korea Economic Institute of America, 2007), 3. 
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KORUS FTA merupakan salah satu upaya dari pemerintah Korea Selatan 

untuk melakukan liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan ini 

dipandang sebagai jalan yang menguntungkan dan dapat meningkatkan ekonomi 

negara. Namun, menurut D.J. Robbins, liberalisasi perdagangan dapat 

menimbulkan efek yang buruk terhadap kaum pekerja atau kaum buruh.
9
 

Melalui uraian di atas, terdapat hubungan antara orientasi ekonomi dan 

liberalisasi perdagangan (dalam hal ini melalui KORUS FTA) terhadap kebijakan 

buruh di Korea Selatan, maka judul dari penelitian ini adalah: 

Dampak KORUS FTA terhadap Reformasi Kebijakan Buruh di Korea 

Selatan (2012-2015) 

1.2 Identifikasi Masalah 

Presiden Park Chung-hee adalah presiden Korea Selatan yang menginisiasi 

adanya pembangunan ekonomi di Korea Selatan dengan menerapkan rencana 

pembangunan ekonomi yang sistematis. Pada awal masa pemerintahan Presiden 

Park Chung-hee, Korea Selatan tidak memiliki keunggulan di bidang modal, 

teknologi, maupun sumber daya alam. Keunggulan yang dimiliki Korea Selatan 

saat itu adalah melimpahnya tenaga kerja. Maka dari itu, Presiden Park Chung-hee 

menerapkan strategi industrialisasi dengan menggunakan teknologi padat karya. 

Namun, agar produksi Korea Selatan dapat bersaing di pasar global dengan harga 

rendah, pemerintah harus menekan biaya produksi, salah satunya adalah dengan 

cara menekan upah buruh.  

                                                 
9
 Zouhair Mrabet dan Charfeddine Lanouar, “The Impact of Trade Liberalization on Labor Market 

of Developing Countries: What can Literature tell us?,” Journal of Economics and Behavioral 

Studies 4, no. 6 (Juni 2012): 308. 
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Pada masa revolusi industri tersebut, pemerintah dan perusahaan-

perusahaan memandang serikat buruh sebagai suatu entitas yang dapat 

mengganggu stabilitas sosial dan perkembangan ekonomi.
10

 Serikat buruh sendiri 

pada dasarnya merupakan suatu entitas yang dapat menjadi penyeimbang 

kekuatan antara para pekerja dan pihak yang mempekerjakan. Serikat buruh juga 

dapat menjadi organisasi yang penting untuk mendiskusikan suatu isu, 

membentuk rasa persatuan, dan instrumen yang dapat membantu pencapaian 

tujuan bersama. 

Pada masa pemerintahan Presiden Park Chung-hee, kebijakan buruh 

bersifat represif. Kebijakan buruh saat itu saat membatasi kegiatan serikat buruh, 

di mana serikat buruh tidak diperkenankan mengintervensi ketika terdapat 

permasalahan terkait buruh, adanya penangkapan terhadap pemimpin gerakan-

gerakan buruh, serta banyaknya ketidakadilan terhadap kaum buruh.
11

 Meskipun 

saat itu Korea Selatan mengalami perkembangan ekonomi yang cukup signifikan, 

banyak hak-hak kaum buruh yang dilanggar akibat kebijakan buruh yang represif. 

 Pada tahun 1987, Korea Selatan mengalami demokratisasi. Demokratisasi 

di Korea Selatan memberikan dampak yang cukup besar yaitu mengendurnya 

kontrol pemerintah terhadap urusan buruh. Serikat buruh diberi kebebasan untuk 

beraktivitas, termasuk melakukan aksi protes dan pemogokan, serta diberi 

kewenangan untuk turut serta dalam perundingan dengan pemerintah dan 

                                                 
10

 Ho Keun Song, Labour unions in the Republic of Korea: Challenge and choice (Geneva: 

International Institute for Labour Studies, 1999), 1. 
11

 Ibid. 
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perusahaan.
12

 Demokratisasi dalam pemerintahan Korea Selatan membawa 

perubahan yang cukup signifikan dalam pembuatan kebijakan pemerintah terkait 

ketenagakerjaan. Pada tahun 1993, pemerintah Korea Selatan menetapkan 

Undang-undang Ketenagakerjaan Dasar dan memperkenalkan Sistem Asuransi 

Kerja pada tahun 1995.
13

 Pada masa ini, upah buruh mengalami peningkatan dan 

gerakan buruh memegang peran penting dalam masyarakat Korea Selatan.  

Namun, krisis finansial yang terjadi pada akhir tahun 1997 membuat 

hubungan antara buruh dan pihak pemberi kerja dan pemerintah kembali 

memburuk. Krisis finansial menimbulkan terjadinya restrukturisasi perusahaan 

dan mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-

besaran. Pada tahun 1998, diadakan diskusi antara tiga pihak, yaitu pemerintah, 

perusahaan, dan pekerja yang menghasilkan Kesepakatan Sosial untuk Mengatasi 

Krisis Ekonomi.
14

 Kesepakatan ini membantu pemenuhan hak-hak buruh dengan 

mengizinkan serikat buruh untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Selain itu, 

kesepakatan ini juga meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dengan 

memperkenalkan redundancy dismissal system
15

 dan worker dispatch system
16

. 

                                                 
12

 John W. Budd, Labor Relations: Striking a Balance Fourth Edition (New York: McGraw-Hill 

Education, 2013),  448. 
13

 Jungui Lee dan Haesang Jeon, “South Korea: Public Policy,” Global Policy Brief, no. 6 

(Desember 2009): 2, diakses pada 30 Maret 2016, www.bc.edu/agingandwork. 
14

 Ibid. 
15

 Redundancy dismissal system adalah suatu sistem pengurangan tenaga kerja dengan secara tidak 

langsung. Perusahaan menghilangkan satu posisi atau tugas sehingga tidak ada karyawan yang 

perlu mengerjakannya. Secara otomatis, karyawan yang bekerja di posisi tersebut akan kehilangan 

pekerjaannya. 

“Dismissal & termination of employment,” Fair Work Commission, diakses pada 1 April 2016, 

https://www.fwc.gov.au/resolving-issues-disputes-and-dismissals/dismissal-termination-

redundancy 
16

 Worker dispatch system adalah suatu sistem dimana karyawan disalurkan melalui agen. 

Karyawan tersebut tidak tercatat secara resmi sebagai karyawan perusahaan dimana ia ditempatkan 

melainkan tetap menjadi karyawan dari agennya. 
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Memasuki dekade 2000-an, fokus dalam kebijakan buruh bergeser sehingga 

lebih mendukung terciptanya lapangan kerja dan mengurangi dualisme dalam 

pasar tenaga kerja. Pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas 

pelatihan tenaga kerja agar kualitas tenaga kerja Korea Selatan dapat meningkat. 

Hal ini perlu dilakukan karena permintaan dari sektor bisnis terhadap tenaga kerja 

semakin meningkat, terutama permintaan akan tenaga kerja terampil. Selain itu, 

pemerintah juga mengembangkan rancangan kebijakan untuk melindungi tenaga 

kerja non-reguler dan hak-haknya.
17

 

Pada masa sistem ekonomi kapitalis yang dipimpin oleh negara, pemerintah 

banyak melakukan intervensi terhadap sektor bisnis. Akan tetapi, seiring dengan 

berubahnya struktur kompetisi pasar internasional, pemerintah Korea Selatan 

terpaksa sedikit demi sedikit lepas tangan dari urusan perekonomian. Hal ini 

terjadi juga karena adanya tekanan dari pasar global sehingga Korea Selatan harus 

membuka pasar dalam negeri dan mengikuti kecenderungan pasar yaitu dengan 

melakukan perdagangan bebas. Dengan adanya globalisasi dan perdagangan 

bebas, modal dapat berpindah dengan lebih mudah ke tempat yang memiliki biaya 

buruh rendah dan regulasi yang tidak terlalu ketat.  

Hal ini menyebabkan adanya proses produksi yang lebih fleksibel. Untuk 

menyesuaikan pasar tenaga kerja dengan fleksibilitas produksi, maka Korea 

Selatan juga mulai menerapkan kebijakan ketenagakerjaan atau kebijakan buruh 

yang lebih fleksibel.
18

 Fleksibilitas ketenagakerjaan ini dapat menimbulkan 

                                                                                                                                      
Sungteak Kim, “The Worker Dispatch System of Korea: Status and Challenges” (paper 

dipresentasikan pada 8th Northeast Asia Labor Forum, Seoul, Korea Selatan, 28 Oktober, 2010). 
17

 Op.cit., Jungui Lee dan Haesang Jeon. 
18

 Op.cit., Ho Keun Song, 16. 
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ketidakstabilan dalam pekerjaan; buruh atau pekerja tidak digaji sesuai kontribusi 

dan senioritas melainkan berdasarkan pencapaian dan kemampuan; buruh atau 

pekerja diwajibkan menguasai berbagai keterampilan untuk mengantisipasi 

adanya diversifikasi produk atau penggunaan teknologi baru. 

 

1.2.1 Pembatasan Masalah 

Penelitian dibatasi pada dampak yang disebabkan oleh KORUS FTA 

(Korea-United States Free Trade Agreement) terhadap perubahan kebijakan 

buruh di Korea Selatan. Pembatasan waktu dalam penelitian ini yaitu tahun 

2012-2015. Dalam periode ini, terdapat dua rezim yang berbeda, yaitu masa 

pemerintahan Presiden Lee Myung-bak (2012-2013) dan Presiden Park Geun-

hye (2013-2017). 

Aktor yang menjadi objek utama penelitian ini adalah pemerintah 

Korea Selatan sebagai pihak pembuat kebijakan serta kelompok buruh di 

Korea Selatan sebagai pihak yang terkena dampak akibat adanya perubahan 

dalam kebijakan buruh. Selain itu, objek lainnya dalam penelitian ini adalah 

kebijakan buruh yang dibuat oleh pemerintah Korea Selatan. 

 

1.2.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah di atas, maka 

pertanyaan penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai acuan adalah: 

“Bagaimana dampak KORUS FTA terhadap reformasi kebijakan buruh di 

Korea Selatan?” 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dampak dari perjanjian perdagangan bebas antara 

Korea Selatan dan Amerika Serikat terutama terhadap kebijakan buruh di 

Korea Selatan; 

2. Untuk menggambarkan relasi antara orientasi ekonomi negara terhadap 

kebijakan ekonomi domestik. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk memberikan informasi mengenai kebijakan buruh di Korea Selatan; 

2. Untuk memperkaya pengetahuan bagi pihak-pihak yang tertarik dengan 

hubungan pemerintah dan  kaum buruh; 

3. Untuk mendorong adanya penelitian selanjutnya di masa mendatang 

mengenai topik terkait. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

1.4.1 Survey Literatur 

Berdasarkan artikel “The Impact of Trade Liberalization on Labor 

Market of Developing Countries: What can Literature tell us?” yang ditulis 

oleh Zouhair Mrabet dan Charfeddine Lanouar (2012), liberalisasi 

perdagangan dapat menimbulkan adanya ketidakmerataan dalam upah dan 
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permintaan akan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena liberalisasi 

perdagangan biasanya diikuti dengan transfer teknologi. Mayoritas negara 

berkembang tidak memiliki teknologinya sendiri, melainkan mengimpor dari 

negara maju. 

Namun, dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa asumsi di atas 

dapat berubah tergantung dengan kebijakan yang diambil pemerintah negara 

bersangkutan. Pengaruh yang diberikan oleh liberalisasi perdagangan 

terhadap pasar tenaga kerja tidak sama di setiap negara. Ketika terjadi 

liberalisasi perdagangan, negara akan cenderung melakukan spesialisasi 

produksi terutama pada produk yang dinilai memiliki keunggulan di segi 

faktor produksinya. Pemerintah Korea Selatan sendiri dalam hal ini memilih 

untuk menerapkan sistem padat karya karena memiliki tenaga kerja dalam 

jumlah cukup besar. Akibat kebijakan ini, cukup banyak tenaga kerja yang 

terserap di Korea Selatan pada awal masa liberalisasi perdagangan. Kebijakan 

lain yang diterapkan oleh negara-negara Asia termasuk Korea Selatan setelah 

memasuki liberalisasi perdagangan adalah kebijakan mengenai pendidikan 

dan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja lokal dapat 

menyesuaikan dengan permintaan tenaga kerja dari pihak pemberi kerja.
19

 

Kozo Kiyota dan Robert M. Stern (2007) dalam penelitiannya yang 

kemudian diberi judul “Economic Effects of a Korea-U.S. Free Trade 

Agreement”, mengkaji kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh KORUS 

FTA terhadap ekonomi kedua negara menggunakan analisis komputasi 

                                                 
19

 Op.cit., Zouhair Mrabet dan Charfeddine Lanouar, 307-315. 
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berbasis Michigan Model of World Production and Trade. Dengan 

menggunakan Michigan Model ini, faktor yang diteliti adalah eliminasi 

hambatan perdagangan antara kedua negara. Salah satu tujuan yang ingin 

dicapai Korea Selatan melalui KORUS FTA adalah peningkatan dalam 

penyerapan tenaga kerja. Maka dari itu, dilakukan analisis mengenai dampak 

yang ditimbulkan KORUS FTA terhadap sektor ketenagakerjaan. Berbagai 

variabel dan faktor dimasukkan ke dalam model untuk mendapatkan hasil 

analisis mengenai perubahan yang terjadi di sektor tenaga kerja. Berdasarkan 

hasil analisis, akibat adanya liberalisasi perdagangan bilateral, akan terjadi 

perubahan dalam ketenagakerjaan sektoral. Sektor-sektor tertentu akan 

mengalami peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja, sementara sektor-

sektor lainnya akan mengalami penurunan dalam penyerapan tenaga kerja. 

Namun, hasil analisis komputasi dengan menggunakan Michigan Model 

menunjukkan bahwa Korea Selatan akan mendapatkan keuntungan yang lebih 

besar apabila melakukan liberalisasi perdagangan yang lebih luas atau secara 

multilateral.
20

 

Dalam paper berjudul “Economic and Social Consequences of 

Globalization: The Case of South Korea” yang disusun oleh You Jong-il dan 

Lee Ju-ho (2011), disebutkan bahwa proses globalisasi dalam ekonomi dapat 

menciptakan banyak kesempatan baru, tetapi juga dapat menimbulkan resiko. 

Dampak dari liberalisasi ekonomi di Korea Selatan terhadap pasar tenaga 

kerja menurut You Jong-il dan Lee Ju-ho kurang dapat terlihat karena proses 

                                                 
20

 Op.cit., Kozo Kiyota dan Robert M. Stern, 1-58. 
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liberalisasi yang sifatnya sangat bertahap. Adanya transisi dari masa 

pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang demokratis pada tahun 

1987 membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kondisi buruh di 

Korea Selatan. Kebijakan buruh yang represif pada masa pemerintahan 

otoriter dihapuskan sehingga melahirkan kelompok buruh yang konfrontatif. 

Maka terjadilah peningkatan upah buruh hingga sebesar 22% pada masa 

tahun 1988-1990. Perubahan lain pada kebijakan buruh di Korea Selatan 

terjadi pasca krisis finansial tahun 1997. Globalisasi diikuti dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi di sistem internasional. Untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam sistem internasional, 

Korea Selatan harus berani membenahi diri dengan mengubah kebijakan-

kebijakan domestiknya, salah satunya kebijakan buruh yang sangat berkaitan 

dengan perekonomian Korea Selatan.   

Di Korea Selatan, serikat buruh dikelola oleh masing-masing 

perusahaan, bukan di tingkat industri maupun nasional seperti yang dilakukan 

oleh negara-negara maju. Maka, sulit bagi serikat buruh di Korea Selatan 

untuk melakukan negosiasi di tingkat nasional karena serikat buruh dari 

perusahaan-perusahaan yang berbeda memiliki kepentingan yang berbeda-

beda pula. Itulah sebabnya seringkali gerakan buruh di Korea Selatan kurang 

berhasil.
21

 

 

                                                 
21

 Jong-Il You dan Ju-Ho Lee, “Economic and Social Consequences of Globalization: The Case of 

South Korea,” CEPA Working Paper I, no. 17 (Februari 2011): 1-29. 
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1.4.2  Kerangka Teoritis 

Penelitian ini merupakan penelitian dalam lingkup Ilmu Hubungan 

Internasional yang berfokus dalam kelompok bidang ilmu Ekonomi Politik 

Internasional, yang salah satunya membahas pola interaksi antara pemerintah, 

bisnis, dan masyarakat dalam rezim internasional. Dalam menyusun 

penelitian ini, digunakan diagram interaksi antara pemerintah, bisnis, dan 

masyarakat dalam rezim internasional. 

Gambar 1.2 Diagram hubungan antara pemerintah, bisnis dan masyarakat dalam 

rezim internasional 
Sumber: Business and Society: Ethics and Stakeholder Management

22
 

 

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, terdapat suatu pandangan yang 

dikenal dengan nama pluralisme. Pluralisme memiliki beberapa asumsi, yaitu: 

(1) aktor-aktor non-negara merupakan entitas yang penting dalam hubungan 

internasional. Aktor non-negara memegang peran penting dalam penentuan 

agenda politik berdasarkan berbagai isu yang diperjuangkannya; (2) negara 

bukan aktor satu-satunya dalam hubungan internasional. Kebijakan, 

                                                 
22

 Archie B. Carroll dan Ann K. Buchholtz, Business and Society: Ethics and Stakeholder 

Management (Mason, OH: Cengage Learning, 2009), 455. 
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keputusan, dan kepentingan yang dimiliki negara dihasilkan berdasarkan 

adanya proses kompetisi dan kerja sama dari aktor-aktor non-negara, seperti 

individu dan kelompok kepentingan; (3) agenda dalam politik internasional 

merupakan agenda yang luas, bukan hanya mencakup keamanan dari segi 

militer, melainkan mencakup bidang lainnya seperti ekonomi, sosial, dan 

lingkungan juga dapat menjadi hal penting dalam hubungan internasional.
23

 

Dalam hubungan internasional juga terdapat konsep kerjasama 

internasional. Menurut Kalevi J. Holsti, terjadinya kerjasama internasional 

didorong oleh karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional 

maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari 

satu negara. Holsti mendefinisikan kerjasama sebagai (1) pandangan bahwa 

dua atau lebih kepentingan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu; 

(2) pandangan dari suatu negara bahwa kebijakan negara lain akan membantu 

negara tersebut mencapai kepentingannya; (3) persetujuan antara dua negara 

atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan 

kepentingan; (4) aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa 

depan yang dilakukan unutk melaksanakan persetujuan; dan (5) transaksi 

antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.
24

 

Kerjasama internasional terlihat dalam hubungan ekonomi 

internasional. Inti dari sistem hubungan ekonomi internasional, sebagai 

subsistem ekonomi global adalah adanya hubungan yang berkembang sebagai 

                                                 
23

 Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, International Relations Theory: Realism, Pluralism, 

Globalism (London: Macmillan Publishing Company, 1990), 192-193. 
24

 Kalevi J. Holsti, Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis, Jilid II, diterjemahkan oleh M. 

Tahrir Azhari (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1988), 652-653. 
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hasil pergerakan barang dan faktor produksi internasional serta hubungan di 

sektor moneter dan keuangan internasional.
25

 

Salah satu bentuk kerjasama ekonomi internasional adalah liberalisasi 

perdagangan resiprokal. Dalam liberalisasi perdagangan ini terjadi hubungan 

timbal balik antara pihak-pihak yang bekerjasama. Selain itu, terjadi pula 

distribusi pendapatan dari aktor-aktor yang terlibat dalam aktivitas 

perdagangan.
26

  Jenis kerjasama yang terjadi dalam liberalisasi perdagangan 

resiprokal bisa berbentuk kerjasama bilateral, plurilateral, dan multilateral.
27

 

Perdagangan bebas merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang dapat 

dilakukan oleh negara untuk memperoleh keuntungan bagi perekonomian 

domestik. Menurut David Ricardo, setiap negara memiliki keuntungan 

komparatif. Akibat adanya keuntungan komparatif tersebut, diperlukan 

adanya spesialisasi produksi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

produksi. Negara-negara harus melakukan hubungan perdagangan agar 

kebutuhan dalam negerinya bisa terpenuhi.
28

 

Negara bisa melakukan hubungan perdagangan dengan membuat 

perjanjian perdagangan bebas. Menurut Baier et al., perjanjian perdagangan 

bebas adalah bagian dari perjanjian integrasi ekonomi yang bertujuan untuk 

                                                 
25

 Yuriy Kozak et al., An Introduction to International Economic Relations, diedit oleh Yuriy 

Kozak dan Temur Shengelia (Tbilisi: Universal Publishing House, 2014), 17. 
26

 Arye L. Hillman, Ngo Van Long, dan Peter Moser, “Modelling Reciprocal Trade Liberalization: 

The Political-economy and National-warfare Perspectives,” Swiss Journal of Economics and 

Statistics, Vol 131, no. 3 (1995): 503-505. 
27

 Pedro J. Martinez Edo, "Reciprocal liberalization: Bilateral, plurilateral or multilateral?", dalam 

Trade beyond Doha: Prospects for the Asia-Pacific Least Developed Countries (New York: 

United Nations, 2011), 60. 
28

 William J. Baumol dan Alan S. Binder, Economics: Principles and Policy (Boston: Cengage 

Learning, 2008), 50. 
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mengurangi hambatan yang dikendalikan oleh kebijakan terhadap arus 

barang, jasa, modal, tenaga kerja, dan lain-lain.
29

 

Kesepakatan untuk melakukan perdagangan bebas dilakukan oleh 

pemerintah masing-masing negara. Pemerintah adalah institusi dalam negara 

yang membuat, melaksanakan, dan menegakkan hukum di suatu negara.
30

 

Pemerintah suatu negara memiliki wewenang untuk membuat kesepakatan 

perdagangan bebas dengan negara lain untuk memajukan ekonomi dalam 

negerinya. Kesepakatan perdagangan bebas yang dibuat oleh negara 

merupakan salah satu bentuk kebijakan luar negeri dari suatu negara. 

Kebijakan yang dibuat oleh negara ini tentu dapat mempengaruhi berbagai 

aspek, terutama memberi pengaruh terhadap masyarakat dan komunitas-

komunitas tertentu.
31

 

Dalam membuat kebijakan, pemerintah harus melakukan pilihan-

pilihan tertentu hingga akhirnya dapat menghasilkan kebijakan yang dinilai 

dapat memberi keuntungan bagi negara. Pilihan-pilihan dan pertimbangan 

yang harus dilakukan oleh negara di antaranya yaitu: (1) mempertimbangkan 

unsur yang lebih penting antara hak-hak individu dan tanggung jawab 

bersama (collective responsibility) dari seluruh masyarakat; (2) memilih 

antara memberikan kesempatan terbuka bagi seluruh masyarakat atau 

memperbolehkan kelompok tertentu memperoleh kemudahan sendiri; (3) 

                                                 
29

 Scott L. Baier et al., “Do Economic Integration Agreements Actually Work? Issues in 
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30
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mempertimbangkan prinsip yang sebaiknya diterapkan apakah berupa standar 

moral yang seragam atau keterbukaan terhadap perbedaan dan 

keberagaman.
32

 

Aktor yang mendapat pengaruh dari adanya kebijakan yang dibuat oleh 

negara, terutama kebijakan-kebijakan publik adalah masyarakat. Maka, dalam 

membuat kebijakan, negara harus mempertimbangkan pula reaksi masyarakat 

terhadap kebijakan tersebut setelah kebijakan tersebut diberlakukan. 

Masyarakat yang ada di suatu negara melakukan aktivitas ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mekanisme dari aktivitas 

ekonomi ini kemudian dikenal sebagai sistem ekonomi.
33

 Terdapat beberapa 

jenis sistem ekonomi, salah satunya adalah sistem ekonomi kapitalisme. 

Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang disebabkan oleh adanya 

inovasi di bidang teknologi, serta adanya produksi massa dalam 

industrialisasi. Produksi komoditas adalah inti dari ekonomi kapitalisme.
34

 

Namun, menurut Karl Marx, ekonomi secara natural bersifat kapitalis di 

mana terdapat keadaan tidak seimbang dan eksploitatif. Maka dari itu, 

kegiatan ekonomi bersifat zero-sum game di mana terdapat pihak yang 

menang dan yang kalah atau untung dan rugi. Di dalam sistem ekonomi 

tersebut terdapat kelas-kelas, ada kelas yang lebih berkuasa dibanding kelas 

lainnya.  
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Karl Marx membagi kelas-kelas dalam masyarakat berdasarkan dua 

kriteria, yaitu kepemilikan atas faktor produksi dan kemampuan 

mengendalikan tenaga kerja. Berdasarkan kriteria tersebut, Karl Marx 

membagi masyarakat menjadi dua kelas, yaitu kaum borjuis dan kaum 

proletar. Borjuis adalah kaum yang memegang kepemilikan atas faktor 

produksi dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan tenaga kerja. 

Sementara itu, proletar adalah mereka yang sama sekali tidak memegang 

kepemilikan atas faktor produksi dan tidak memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan tenaga kerja, melainkan mereka menjual tenaga kerja mereka 

sendiri.
35

 Di tengah masyarakat yang dibedakan menjadi dua kelas ini, 

seringkali terjadi eksploitasi dari kaum borjuis terhadap kaum proletar. 

Buruh yang merupakan kaum proletar dipandang sebagai salah satu 

komoditas. Buruh tidak memegang kepemilikan atas faktor produksi dan juga 

tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tenaga kerja, melainkan 

mereka menjual tenaga kerja mereka sendiri. Mereka bekerja untuk 

memperoleh gaji atau upah dan terlibat dalam proses produksi.
36

 Buruh 

merupakan kelompok dalam masyarakat yang terlibat dalam aktivitas 

ekonomi negara. Kebijakan-kebijakan ekonomi negara pun pada umumnya 

akan mempengaruhi kaum buruh. 

Gerakan buruh merupakan salah satu langkah kaum buruh untuk 

memperjuangkan hak-haknya. Terdapat dua unsur penting dalam labor 
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movement theory yang dikemukakan oleh Mark Perlman, yaitu (1) faktor 

pendorong terbentuknya gerakan buruh serta fungsi sosial dan ekonominya; 

serta (2) konsekuensi ekonomi dari perilaku serikat buruh di pasar, terutama 

terhadap fungsi mekanisme harga.
37

 Sementara itu, aktor yang memegang 

peranan penting dalam gerakan buruh adalah serikat buruh. 

Serikat buruh merupakan institusi yang dimiliki oleh kaum buruh. 

Institusi adalah struktur organisasi yang memiliki tujuan tertentu dan 

digerakkan oleh tujuan tersebut. Institusi menggerakkan sekelompok massa 

untuk meraih tujuan sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, tekanan politik, 

sosial, dan ekonomi bisa mengubah struktur institusi dalam suatu negara atau 

kelompok masyarakat.
38

 Serikat buruh adalah struktur organisasi yang 

dimiliki oleh sekelompok buruh yang bersatu dengan tujuan memperjuangkan 

hak-hak dan mempengaruhi kondisi kerja mereka.
39

 Melalui serikat buruh, 

para buruh dapat terlibat dalam perundingan kolektif bersama pihak pemberi 

kerja dan juga pemerintah.  

Serikat buruh dipandang sebagai unsur penyeimbang yang memberi 

kekuatan di segi ekonomi dan politik bagi kaum pekerja. Serikat buruh juga 

merupakan organisasi penting di dalam masyarakat di mana individu-individu 

yang berbeda, tetapi memiliki kepentingan serupa, dapat bersosialisasi, 

berdiskusi, berusaha mencapai tujuan yang sama, dan membentuk rasa 

sebagai satu komunitas. Dari perspektif kaum pluralis, serikat buruh dapat 

                                                 
37

 Mark Perlman, “Labor Movement Theories: Past, Present, and Future,” Industrial and Labor 

Relations Review, Vol 13, no. 3 (April 1960): 338. 
38

 Ibid., 3. 
39

 Op.cit., John W. Budd, 4. 



21 

 

 

memberikan kontribusi dalam masyarakat demokratis modern. Masyarakat 

yang demokratis harus berjalan selaras dengan gerakan buruh yang bebas dan 

independen.
40

 

Hubungan antara serikat buruh (pekerja) dengan pemberi kerja disebut 

sebagai industrial relations atau hubungan industrial. Hubungan industrial 

muncul karena adanya interaksi antara pekerja dan pemberi kerja dalam 

kegiatan industri modern yang diatur oleh pemerintah dalam berbagai 

aspek.
41

 Aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan industrial adalah 

manajemen (pihak pemberi kerja), pekerja (termasuk buruh dan serikat 

buruhnya), serta pemerintah yang bertugas membuat peraturan.
42

 Dalam 

hubungan industrial, terdapat dua jenis hubungan yang dominan, yaitu 

hubungan kooperatif dan konflik.
43

 

Sistem ekonomi yang kapitalis menimbulkan kecenderungan 

terjadinya eksploitasi kaum buruh oleh kaum penguasa, baik pemerintah 

maupun sektor bisnis. Pemerintah memiliki rencana dan orientasi ekonomi 

sendiri yang dinilai dapat memberi keuntungan bagi negara dan masyarakat. 

Dalam pelakasanaannya, pemerintah akan membuat serangkaian kebijakan 

yang dinilai penting untuk mencapai tujuan ekonomi. Salah satunya adalah 

kebijakan ketenagakerjaan atau kebijakan buruh yang sangat mempengaruhi 
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kaum buruh. G. Cella dan T. Toeu mengemukakan empat tipe hubungan 

pemerintah dengan serikat buruh
44

, yaitu: 

1. Repression: pada tipe ini, pemerintah sangat menekan aktivitas 

serikat buruh karena serikat buruh yang aktif dan independen dikhawatirkan 

akan menekan pemerintah dan sektor bisnis. 

2. Tolerance: pada tipe ini, pemerintah memberi kebebasan bagi kaum 

buruh untuk berserikat dan menjalankan fungsinya dengan campur tangan 

pemerintah yang seminim mungkin. 

3. Intervention: pada tipe ini, pemerintah memberi dukungan terhadap 

dibentuknya serikat buruh, tetapi campur tangan pemerintah masih tetap ada. 

Intervensi pemerintah dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kinerja 

dan hasil yang dicapai oleh para buruh. 

4. Neo-corporatism: pada tipe ini, terdapat kerja sama antara 

pemerintah dengan serikat buruh dalam memperjuangkan hak dan 

kepentingan kaum buruh. Kerja sama dilakukan dengan cara melibatkan 

serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan dalam hal yang berkaitan 

dengan buruh, misalnya pembentukan kebijakan mengenai buruh. 

Salah satu kebijakan buruh adalah mengenai fleksibilitas buruh. 

Fleksibilitas buruh merupakan kapasitas pengaturan dari pasar kerja untuk 

mengubah lingkungan eksternal dan kondisi perusahaan dan industri. 

Fleksibilitas buruh dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) numeral 

flexibility, seperti jumlah tenaga kerja; (2) functional flexibility, seperti 
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pengetahuan, keterampilan, dan sistem rotasi kerja; dan (3) wage flexibility, 

seperti penentuan dan pengaturan upah.
45

 

 

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Menurut Robert K. Yin, 

studi kasus digunakan ketika suatu penelitian berfokus pada hubungan sebab-

akibat atau menjelaskan suatu fenomena.
46

 Dalam penelitian studi kasus, metode 

penelitian yang umumnya dipakai adalah metode kualitatif, yang akan meneliti 

suatu kondisi dan pengaruhnya terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian ini, 

penulis akan melakukan analisa terhadap dampak dari suatu peristiwa terhadap 

sebuah sistem yang sudah ada di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan 

metode kualitatif agar menghasilkan hasil penelitian yang bersifat kualitas, 

makna, konteks, atau kesan dari objek yang diteliti.
47

  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa gejala yang terjadi secara 

holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari narasumber dan data sekunder 

lainnya. Adapun data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini merupakan 

data sekunder yaitu berupa kajian dari literatur-literatur baik berupa buku, jurnal, 

maupun artikel dan berita. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Agar hasil dari penelitian ini dapat dibaca dan dicermati dengan mudah, 

maka terdapat sistematika tertentu untuk menyajikannya. Untuk menjelaskan 

mengenai dampak dari KORUS FTA terhadap perubahan kebijakan buruh di 

Korea Selatan, pembahasan akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yang 

akan dibahas oleh penulis adalah mengenai KORUS FTA (Korea - United States 

Free Trade Agreement). Bagian ini kemudian akan dibagi menjadi tiga sub-

bagian, yaitu membahas mengenai faktor pendorong kerjasama Korea Selatan dan 

Amerika Serikat, hubungan kedua negara di bidang ekonomi, serta penjelasan 

mengenai KORUS FTA itu sendiri. 

Selanjutnya bagian kedua akan membahas dampak KORUS FTA terhadap 

kebijakan buruh di Korea Selatan pada periode 2012-2015. Pada bagian ini, akan 

dibahas mengenai pasar tenaga kerja di Korea Selatan, karakteristik buruh dan 

organisasi buruh di Korea Selatan, kebijakan buruh sebelum diberlakukannya 

KORUS FTA, kebijakan buruh setelah diberlakukannya KORUS FTA, serta 

analisis dampak KORUS FTA terhadap reformasi kebijakan buruh di Korea 

Selatan pada tahun 2012-2015. Diharapkan melalui sistematika pembahasan di 

atas, pembaca dapat memahami tulisan ini dengan lebih baik, jelas, dan sistematis.
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